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Kesepakatan Pembangunan Hijau

2,7 juta hektare ekosistem esensial
teridentifikasi di Kalimantan Timur
untuk pelestarian habitat satwa terancam
punah dan ekosistem esensial

Keragaman hayati tinggi dan endemis* 

Mengapa Kalimantan?

#3 pulau terbesar di dunia

6% keanekaragaman hayati dunia

20 juta hektare hutan alam

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyadari bahwa dunia tempat kita bergantung, 
bergantung pada kita. Oleh karena itu, kami mendorong pembangunan yang berjalan beriringan 
dengan pelestarian alam. Program Terestrial YKAN mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam 
berkelanjutan, meningkatkan komitmen dan praktik ramah karbon dan ramah keragaman hayati 
melalui kemitraan multipihak, termasuk yang diinisiasi oleh warga lokal, untuk mencapai tujuan 

pembangunan hijau dan peningkatan kesejahteraan warga.

Pada Mei 2016, Gubernur Kalimantan Timur secara resmi meluncurkan inisiatif pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau (Green 
Growth Compact). Kesepakatan Pembangunan Hijau melibatkan para pihak di Kalimantan Timur, yang mencakup sektor swasta, pemerintah 

pusat/provinsi/daerah, akademisi, LSM, dan masyarakat lokal dalam kesepakatan inisiatif pembangunan yang berkelanjutan. 

Dengan tingkat kompleksivitas dan tantangan 
yang tinggi dalam menerapkan pembangunan 
berkelanjutan, dengan kerja sama lintas 
sektor yang terstruktur, dibuatlah inisiatif 
model untuk mewujudkan Kaltim Hijau. 
Kesebelas inisiatif model ini dipilih karena 
potensi dampaknya di Kalimantan Timur dan 
dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia. 

Ekosistem alami bernilai karbon tinggi 

Kalimantan memiliki potensi untuk berkontribusi 

hingga 40% dari total target penurunan emisi 

gas rumah kaca di Indonesia, di mana 30% 
dicapai melalui solusi iklim alami

Inisiatif Model

*hanya ada di Kalimantan



Inisiatif Model Capaian Inisiatif Model Capaian

Capaian dan Perkembangan

Implementasi Kesepakatan Pembangunan Hijau dilakukan oleh YKAN bersama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur. 
Hingga tahun 2022, kesepakatan ini telah melahirkan 11 inisiatif model dan 22 deklarasi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 300 pihak

dari 13 sektor pemangku kepentingan. 

 1. Pelaksanaan program 
penurunan emisi karbon di 
Kalimantan Timur dalam skema 
Foresct Carbon Partnership 
Facility-Carbon Fund 
(FCPF-CF).

2. Penguatan percepatan 
pelaksanaan dan pencapaian 
target perhutanan sosial di 
Kalimantan Timur seluas 
660.782 ha (330.000 ha).

Total 113 izin Perhutanan Sosial dengan kawasan 
mencakup seluas 242.593 hektare (dari total target 
330.000 hektare) telah difasilitasi (per Desember 2022).

3. Penguatan Kelembagaan 21 unit 
Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) di Provinsi Kalimantan 
Timur.

4. Pengelolaan Kawasan Ekonomi 
Esensial (KEE) koridor orang 
utan di Bentang Alam 
Wehea-Kelay.

5. Pengembangan kemitraan di 
Kawasan Delta Mahakam 
seluas kurang lebih 150.000 
hektare.

7. Pengembangan perkebunan 
berkelanjutan

8. Pengendalian Kebakaran Lahan 
dan Kebun berbasis masyarakat 
di Kalimantan Timur

9. Pembangunan 200 Kampung 
Iklim dalam mencegah 
penurunan emisi akibat 
deforestasi dan degradasi 
hutan di Kalimantan Timur

10. Pengembangan SIGAP 
Sejahtera di Kabupaten Berau

·  Indeks Desa Membangun (IDM) di 99 desa di Berau,
   meningkat. 
·  Berdasarkan IDM tahun 2019, tidak ada lagi
   kategori Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Berau.

11. Kemitraan dalam adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim di 
Balikpapan

6. Program Karbon Hutan Berau

Kaltim telah menurunkan emisi sejumlah 
30.850.000 CO2e pada laporan periode pertama 
(Juli 2019-Desember 2020) dan kini dalam tahap 
verifikasi dan validasi laporan ke World Bank.

Telah terbentuk 20 KPH dan 1 UPTD  Taman Hutan 
Rakyat di Kaltim dan menyusun RPHJP  .

KEE Wehea Kelay diusulkan menjadi Kawasan Strategis 
Provinsi pada revisi Peraturan Daerah Rencana Tata 
Ruang dan Tata Wilayah Kalimantan Timur sejak 2021. 
Sebanyak 18 pengelola telah sepakat mengelola kawasan 
seluas  sekitar 368 ribu hektare  .  

·  Perlindungan kawasan ekosistem mangrove
   di Delta Mahakam telah dibangun.
·  Tata uang desa berbasis pembangunan
   berkelanjutan telah dibentuk.
·  Pengembangan aktivitas ekonomi ramah lingkungan
   seperti sirup mangrove dan amplang dari bandeng laku.
·  Pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan 
   dan restorasi mangrove berbasis masyarakat di 2 kecamatan
   dan 10 desa/dusun dengan total seluas 115 ribu hektare.
·  4 kesepakatan telah dibuat dan disepakati oleh lebih 
   dari 70 mitra signatories.

·  Berkontribusi terhadap penurunan emisi pada program      
   FCPF dan penurunan emisi karbon nasional.
·  Izin perhutanan sosial di Berau mencapai 81.610 hektare 
   yang didorong oleh PKHB.
·  Penguatan tata kelola pemerintah kampung bersama 
   Pejuang SIGAP.

1

2

3

·  Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan
   Kalimantan Timur pada tahun 2018.
·  Pemanfaatan limbah cair dari kelapa sawit atau Palm Oil Mill
   Effluent (POME) sebagai sumber energi terbarukan.
·  Penetapan Peta Indikatif Area Nilai Konservasi Tinggi
   Kalimantan Timur (Surat Keputusan Gubernur 
   No 525/K.244/2022) seluas 456.827 hektare.

Telah terbentuk 103 Kelompok Tani Peduli Api, 
bermitra dengan lebih dari 50 perusahaan. 

Hingga 2022, tercatat 91 Kampung Iklim yang terdaftar
di Sistem Registri Nasional.

· Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca Kota Balikpapan untuk periode 2021-2031.

·  Menyusun kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan 
Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Hujan.

  Unit Pelaksana Teknis Daerah
  Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 
  Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/20163
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PETA PERHUTANAN
SOSIAL

Implementasi pada skala yang memungkinkan untuk aplikasi lapangan sangatlah penting. 
Pembelajaran yang didapatkan dari aplikasi inisiatif model ini dapat menjadi referensi untuk 

upaya replikasi di wilayah lainnya.

Program GGC perlu terus dikembangkan di Kalimantan Timur karena selain 
bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan hijau 
di lapangan, juga untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan 
pemahaman masyarakat bahwa pemeliharaan kualitas lingkungan bukan 
merupakan tanggung jawab lembaga pemerintah saja, melainkan juga 
seluruh elemen masyarakat.

Profesor Daddy Ruhiyat, 
Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim 

Kalimantan Timur

Tentang YKAN
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. 
Memiliki misi melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan, kami memberikan solusi inovatif 
demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan 

nonkonfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari.
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